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PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
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KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan Kkinerja Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri, perlu dilakukan pengendalian dan
evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya
target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah—daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia =~ Nomor 3851) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



_
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten  Wonogiri
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 204);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah




Menetapkan :
KESATU

KEDUA

14.

(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

: Membentuk Tim Evaluasi Kinerja pada Dinas Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas

dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistemm Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang meliputi:
Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan (RKT),
Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi Kinerja
(RENAKSI), Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data
Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Wonogiri;

2. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan
penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana
Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran
Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;

3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indicator
kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen
perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-
lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau
sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana
Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi
Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja
sesuai ketentuan yang berlaku;



KETIGA

KEEMPAT

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

: Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan

y RDAYAAN PEREMPUAN




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKB DAN

P3A KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 70 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI KINERJA PADA DINAS PPKB

DAN P3A KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2023

TIM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2023
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ABUPATEN WONOGIRI,




